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PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mam
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara
perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara gugatan antara:
SYAKUR ARSYAD, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 72 Tahun, Agama
Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,
Bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor
14, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat,
Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Mustamin, S.H., Advokat/Penasihat
Hukum yang beralamat di Jalan Manunggal No.51
Galung Selatan Majene, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : W22.U12.168/HK.02.HK/09/2021/PN
Mam tanggal 6 September 2021, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;
Lawan:
H. ACHMAD DAHING, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 74 Tahun, Agama
Islam, bertempat tinggal di Jalan H. Ambo Tjatjtja NO.12
Karema Utara, Kabupaten Mamuju, Kewarganegaraan
Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.
Rahmat, S.H., dan Rekan Advokad/pengacara yang
berkantor di jalan Hapati Hasan, Kompleks Bukit Asri
Lestari G/12 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju,
Kabupaten = Mamuju, Provinsi  Sulawesi  Barat
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
192/SK/HK.02/9/2021/PN Mam tanggal 29 September
2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21
September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
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Negeri Mamuju pada tanggal 21 September 2021 dengan Nomor Register
21/Pdt.G/2021/PN Mam, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sebagai OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA ini mengenai sisa uang
jasa/ komisi sebesar Rp. 870.000.000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)

BAHWA GUGATAN SERTA TUNTUTAN PENGGUGAT KEPADA
TERGUGAT DI DASARKAN ATAS ALASAN BERKISAR PADA DAN MELIPUTI
HAK IKHWAL:

1. Bahwa sekitar bulan Januari 2017 Penggugat menerima telphon dari
pimpinan PT. Balindo Manunggal Bersama Kantor Cabang Palu atas nama
SENDY, serayameminta tolong kepada Penggugat untuk dibantu
mencarikan tanah yang luasnya sekitar + 2.500 m2 untuk digunakan
membangun Kantor Cabang PT. Balindo Manunggal Bersama Kantor
Cabang Mamuju. Selanjutnya Penggugat menginyakan permintaan
PakSENDY dengan mengatakan kepadanya ada tanah yang mau dijual
yang luasnya kurang lebih seperti yang di inginkannya.

2. Bahwa selanjutnya, Penggugat menemui Tergugat di rumahnya karna
Tergugat pernah menawarkan tanahnya kepada Penggugat seluas + 2.800
m2 untuk dijual dengan harga sebesar Rp 1.000.000 (satu jutah rupiah)
permeter terletak diKelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten
Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan Tanah llham Borahima

- sebelah Timur dengan Tanah Ilham Borahima

- sebelah Barat dengan Jalan Poros Mamuju Majene

- sebelah Selatan dengan Jalan Pembuangan sampah

3. Bahwa setelah Penggugat bertemu dengan Tergugat dirumahnya,
Penggugat kembali menanyakan apakah akan tetap menjual tanahnya
dnegan harga Rp 1.000.000 permeter karna Penggugat telah dihubungi oleh
orang yang membutuhkan tanah yang luasnya kurang lebih sama dengan
luas tanah Tergugat untuk dibanguni kantor. Atas penyataan Penggugat
tersebut, Tergugat menginyakan bahwa Tergugat akan tetap menjual
tanahnya tersebut dengan harga Rp 1.000.000 permeter dan meminta
kepada Penggugat untuk mengurusnya.. Tergugat juga menegaskan berapa
pun kelebihan dari penjual harga tanah tersebut permeternya adalah
menjadi hak Penggugat

4. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan dan untuk dijadikan

sebagai pengangan, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membuat
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surat penyataan penetapan harga penjualan tanah permeter, dan atas
permintaan Penguggat tersebut Tergugat membuat surat pernyataan yang

ditanda tangani diatas materai tertanggal 08.02.2016 yang berbunyi :

“‘Menyatakan keputusan harga tanah terletak di Jalan Poros Mamuju Majene
seluas + 2.800 m2 dengan harga sebesar Rp 1.000.000 (satu jutah rupiah)
permeter. Adapun penjualan diatas sebesar Rp 1.000.000 (satu juga rupiah)

adalah hak milik penjual (Penggugat)’

5. Bahwa selanjutnyaTergugat memberikan penegasan dengan mengatakan :
Bahwa berapa pun yang bapak jualkan diatas harga yang saya tetapkan
diatas sepenuhnya adalah hak bapak dan itu adalah reski bapak dan saya
bersumpah, tidak mengurangi dan mengambil sedikitpun hak bapak dari
kelebihan harga jual yang saya tetapkan tersebut yaitu Rp 1.000.000 (satu
juta rupiah) permeter perseginya

6. Bahwa selanjutnya Penggugat menawarkan harga tanah permeter sebesar
Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada pak SENDY namun
pak SENDY mengajukan penawaran. Akhirnya disepakti harga tanah
permeter sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

7. Bahwa setelah terjadi kesepakatan mengenai harga tanah sebesar Rp
1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) permeter, Pak JEMY dan
PakSENDY memintan kepada Penggugat untuk dipertemukan dengan
pemilik tanah (Tergugat). Setelah Pak JEMY dan Pak SENDY bertemu
langsung dengan Tergugat, keduanya meminta untuk diperlihatkan
dokumen atau surat kepemilikan tanah namun Tergugat hanya mampu
menunjukkan SPORADIK kepada Pak JEMYdan Pak SENDY. Kemudian
Pak JEMYdan Pak SENDY mengatakan kepada Tergugat untuk diurus
surat-surat tanahnya termasuk patok-patok batas tanah dari BPN sampai
terbit sertifikat hak milik, setelah itu baru kita ke Notaris untuk
menandatangani akta jual beli

8. Bahwa oleh sebab Tergugat tidak mempunyai uang untuk mengurus surat-
surat tanah miliknya, makaTergugat meminta tolong kepada Penggugat
untuk membantu memberikan uang biaya pengukuran dan pemasangan
patok batas serta biaya-biaya lainnya. Keesokan harinya Penggugat
memanggil pihak Badan Pertanahan Kabupaten Mamuju untuk memasang
patok batas tanah sekaligus memberikan uang kepada Tergugat untuk
digunakan membiayai pengukuran, pembayaran PBB dan bentuk

persuratan lainnya.
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9. Bahwasetelah semua persyaratan yang diminta oleh pihak pembeli selesai
maka Tergugat telah menerima harga pembelian tanahnya sebesar Rp.
3.920.000.000 (1.400.000 permeter x 2.800 meter)

10. Bahwasesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
telah diuraikan diatas, Penggugat selaku perantara akan menerima
komisi/uang jasa sebesar Rp 400.000 x 2.800 = Rp 1.120.000.000 (satu
milyar seratus dua puluh juta rupiah)

11. Bahwa ternyata dari besar komisi yang harus Penggugat terima vyaitu
sebesar Rp 1.120.000.000 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah),
Tergugat baru menyerahkan sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh
juta rupiah) itupun dengan cara Tergugat menekan Penggugat
menandatangani surat pernyataan tertanggal 29.05.2017 dihadapan
Wakaplores Mamuju tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat
untuk membaca isi surat pernyataan yang saya tanda tangani tersebut dan
belakangan baru Penggugat mengetahui bahwa ternyata surat yang saya
tanda tangani memberikan persetujuan kepada pihak PT Balindo
Manunggal Bersama untuk mengirimkan uang (transfer bank) kepada
Penggugat sebanyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
seolah-olah sebagai imbalan atau jasa yang diberikan oleh Tergugat
sebagai imbalan kepada Penggugat atas jasanya mengurus jual beli tanah
milik Tergugat

12. Bahwa surat pernyataan yang Penggugat tanda tangani tersebut adalah
cacat hukum karna antara Penggugat dengan pihak pembeli tidak terikat
hubungan jasa pengurusan atas jual beli tanah milik Tergugat. Dan surat
pernyataan tersebut dapat diartikan sebagai tindakan yang disengaja oleh
Tergugat untuk menghindari kewajibannya membayar jasa pengurusan jual
beli tanah yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp 1.120.000.000 (satu
milyar seratus dua puluh juta rupiah). Jika pun uang sebesar Rp
2.50.000.000 dianggap sebagai komisi/uang jasa, maka Tergugat masih
harus membayar kepada Penggugat sisa uang jasa/komisi sebesar Rp
870.000.000 (Rp 1.120.000.000 — Rp 2.50.000.000)

13. Bahwa tindakan Tergugat yang secara nyata tidak ingin membayar sisa
uang jasa/komisi pengurusan penjualan tanah milik Tergugat sebesarRp
870.000.000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cara membuat
surat pernyataan seolah-olah telah membayar uang jasa pengurusan tanah
sebesar Rp 250.000.000 adalah perbuatan ingkar janji yang sangat

merugikan Penggugat
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14. Bahwa upaya kekeluargaan telah Penggugat tempuh untuk menyelesaikan
permasalahan ini namun sia-sia belaka sehingga Penggugat mengajukan

gugatan ke Pengadilan Negeri Mamuju untuk diselesaikan secara hukum

Berdasar seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kehadapan Yth.
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan
dengan amar :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan mengikat surat pernyataan tertanggal 08.02.2016
yang dibuat oleh H. AHMAD DAHING (Tergugat) yaitu penjualan harga
tanah diatas dari Rp 1.000.000 adalah menjadi hak milik Penggugat

3. Menyatakan Penggugat berhak atas uang jasa/komisi pengurusan harga
tanah miik Tergugat sebesar Rp 400.000 permeter x Rp 2.800 meter = Rp
1.120.000.000 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah)

4. Menyatakan tindakan Tergugat yang secara nyata tidak ingin membayar
sisa uang jasa/komisi pengurusan penjualan tanah milik Tergugat sebesar
Rp 870.000.000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cara
membuat surat pernyataan seolah-olah telah membayar uang jasa
pengurusan tanah sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta

rupiah) adalah perbuatan ingkar janji yang sangat merugikan Penggugat

5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa uang jasa/komisi pengurusan
penjualan tanah milik Tergugat sebesar Rp 870.000.000 (Rp 1.120.000.000
permeter - Rp 250.000.000 ) secara tunai atau kontan

SUBSIDAIR

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang adil

dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurlely,
S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober

2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada
Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara
elektronik dan Tergugat bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa setelah menerima, membaca dan mencermati secara seksama Gugatan

PENGGUGAT yang diajukan pada persidangan terdahulu, maka selanjutnya

TERGUGAT akan menanggapinya dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa terlebih dahulu TERGUGAT menyatakan membantah seluruh dalil-
dalil Gugatan PENGGUGAT terkecuali hal-hal yang menguntungkan secara
hukum bagi TERGUGAT;

DALAM EKSEPSI
a. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT kurang pihak (plurium litis consortium)

- Bahwa PENGGUGAT mendalilkan telah menjadi perantara antara
TERGUGAT dan PT. Balindo Manunggal Bersama, namun pada
kenyataannya datang seorang bernama ANDRI (mantan Waka. POLRES
Mamuju) mengaku sebagai orang yang memperkenalkan PENGGUGAT
dengan SENDY (PT. Balindo Manunggal Bersama), sehingga kemudian
ANDRI menjadi saksi dalam Surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2017;

- Bahwa dengan adanya pihak yang bernama ANDRI, maka sudah
seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, nhamun oleh karena
tidak dilibatkan maka gugatan PENGGUGAT kurang pihak (plurium litis
consortium) dan berdasar serta beralasan untuk dinyatakan gugatan
PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

b. Eksepsi perihal gugatan PENGGUGAT kabur (obscuur libel)

- Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan tidak mencantumkan
secara jelas perihal gugatan apakah gugatan wanprestasi atau gugatan
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

- Bahwa dalil-dalil yang disusun oleh PENGGUGAT haruslah relevan
dengan perihal gugatan agar tidak menjadikan maknanya ambigu;

- Bahwa tidak satupun dalil gugatan PENGGUGAT yang mengemukakan
tentang adanya perjanjian atau adanya perbuatan melawan hukum,
(onrechtmatige daad) sehingga tidak jelas apa pokok dari gugatan
PENGGUGAT,;
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- Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak mencantumkan dengan
jelas perihal gugatan apa, maka berdasar serta beralasan dinyatakan
gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke
verklaard);

c. Eksepsi objek gugatan kabur (obscuur libel)

- Bahwa PENGGUGAT dalam menyusun dalil-dalil posita dan petitum
gugatan, tidak pernah mengurai secara cermat, jelas dan konkret perihal
apa yang menjadi pokok tuntutan PENGGUGAT;

- Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menuliskan dalam gugatannya
tentang adanya suatu perjanjian sebagai klausul gugatan wanprestasi
atau adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang
dilakukan TERGUGAT, sehingga mengakibatkan gugatan PENGGUGAT
tidak jelas mengandung hal apa;

- Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan
konkret mengenai pokok gugatannya apakah wanprestasi atau perbuatan
melawan hukum (onrechtmatige daad), maka beralasan untuk
menyatakan gugatan PENGGUGAT kabur (obscuur libel) dan selanjutnya
berdasar serta beralasan dinyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan
tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian pada bagian eksepsi di atas adalah satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan dalil-dalil bantahan yang ada dalam Jawaban pokok
perkara ini untuk kemudian digunakan membantah dan menolak seluruh
dalil-dalil PENGUGGAT yang merugikan kepentingan hukum TERGUGAT;

2. Bahwa TERGUGAT menolak Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2016 dan
dengan tegas menolak seluruh dalil-dalii PENGGUGAT yang didasarkan
pada Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2016;

3. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGUGGAT
yang menyatakan adanya pembagian harga jual tanah di atas
Rp1.000.000/m2 yang menjadi bagian milik atau hak PENGGUGAT;

4. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT
yang menyatakan TERGUGAT telah menjual tanah seluas + 2.800 m?;

5. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT
yang menyatakan TERGUGAT telah menjual tanah dengan harga
Rp1.400.000/m2;
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6. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT
yang mengemukakan keterlibatan untuk melakukan pengurusan terkait jual
beli tanah yang didasarkan pada Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2016;

7. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT
yang menyatakan uang sejumlah Rp250.000.000 adalah komisi, bukan
merupakan bagian/hak PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Surat
Pernyataan tanggal 8 Februari 2016;

8. Bahwa TERGUGAT menyatakan menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT
sebagaimana angka 2 s.d. angka 7 Jawaban Pokok Perkara di atas
dikarenakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah ada penyelesaian
perselisihan yang ditandai melalui pembuatan Surat Pernyataan tanggal 29
Mei 2017, ditanda tangani PENGGUGAT, sebagaimana pula diakui oleh
PENGGUGAT dalam Posita angka 11 Surat Gugatan;

9. Bahwa dengan dibuatnya Surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2017,
merupakan sebuah iktikad baik yang dilandasi dengan penuh rasa
kekeluargaan untuk mengakhiri perselisihan antara PENGGUGAT dan
TERGUGAT terkait tuntutan hak PENGGUGAT atas penjualan tanah milik
TERGUGAT oleh PENGGUGAT;

10. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 11 Posita Gugatan adalah sebuah
pengakuan yang sempurna dan membuktikan bahwa Surat Pernyataan
tanggal 29 mei 2017 yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT adalah
sebagai bukti penyelesaian tuntutan hak PENGGUGAT dan nyata adanya.
Adapun PENGGUGAT hanya mengakui sebagian isi saja dan memberikan
penafsiran lain, adalah perbuatan yang tidak adil karena Surat Pernyataan
tersebut memiliki beberapa poin pernyataan termasuk pernyataan terakhir di
poin ketiga “menyatakan tidak lagi memiliki kepentingan hukum
sedikitpun atas proses jual beli sebidang tanah yang terletak di Jalan

Poros Mamuju-Makassar, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju
yang dilakukan antara H. ACHMAD DAHING (selaku penjual) dan PT.
BALINDO MANUNGGAL BERSAMA (selaku Pembeli)”,

11. Bahwa TERGUGAT sangat menyayangkan sikap PENGGUGAT vyang
mengajukan gugatan, sementara PENGGUGAT sendiri sudah menikmati
imbalan/komisi/bagian atas jual beli tanah senilai Rp250.000.000 (dua ratus
lima puluh juta rupiah) selama 4 tahun lebih, sungguh keadaan ini sangat

tidak adil dan ironi;
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12. Bahwa sikap PENGGUGAT yang mengajukan gugatan namun telah
menikmati imbalan/komisi/bagian atas jual beli tanah senilai Rp250.000.000
(dua ratus lima puluh juta rupiah) selama 4 tahun lebih adalah sebuah
perbuatan yang mengandung iktikad tidak baik;

13. Bahwa TERGUGAT menolak dalii PENGGUGAT yang menyatakan telah
menjual tanah dengan harga Rp1.400.000/m?, terkhusus Posita angka 6,
angka 7 dan angka 9 Surat Gugatan, karena TERGUGAT tidak pernah

melakukannya demikian;

14. Bahwa TERGUGAT menolak dalii PENGGUGAT Posita angka 11 Surat

“

Gugatan “..itupun pada saat penandatanganan surat tersebut tidak
perhatikan isinya” karena penggugat anggap komisi/jasa itu adalah rasa
Syukur tergugat” apa lagi semua kepengurusan atau pensyaratan yang

”

dibuat oleh pembeli, penggugat yang membiayainya...”, karena sangat
nyata dalam Poin Ketiga Surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2017
PENGGUGAT menyatakan “Bahwa dengan saya terimanya imbalan
(komisi) atas jasa saya sebagaimana dimaksud dalam poin pertama dan
poin kedua, maka saya menyatakan tidak lagi memiliki kepentingan hukum
sedikitpun atas proses jual beli sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros
Mamuju-Makassar, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju yang
dilakukan antara H. ACHMAD DAHING (selaku penjual) dan PT. BALINDO
MANUNGGAL BERSAMA (selaku Pembeli)”. Pernyataan PENGGUGAT
dalam Surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2017 kontradiktif dengan dalil-dalil
gugatannya, PENGGUGAT mengingkari maksud dan kandungan Surat
Pernyataan tanggal 29 Mei 2017 sebagai upaya mengakhiri perselisihan
antara PENGGUGAT dan TERGUGAT atas jual beli tanah, sehingga sangat
beralasan dan berdasar untuk dimohonkan kepada Majelis Hakim menolak
gugatan PENGGUGAT;

15. Bahwa TERGUGAT menolak dalii PENGGUGAT Posita angka 11 Surat

“

Gugatan “...karena penggugat anggap komisi/jasa itu adalah rasa syukur
terquat” apa lagi semua kepengurusan atau pensyaratan yang dibuat oleh
pembeli, penggugat yang membiayainya...”, karena sangat nyata dalam
Poin Ketiga Surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2017 PENGGUGAT
menyatakan “Bahwa dengan saya terimanya imbalan (komisi) atas jasa
saya g
PENGGUGAT yang menerima uang sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus

lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan/bagian PENGGUGAT dalam

Pernyataan tersebut sangat jelas sebagai pernyataan
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mencarikan pembeli sebagaimana poin pertama Surat Pernyataan tanggal
29 Mei 2017,

16. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi kesepakatan
mengakhiri  perselisihan terkait jual beli tanah sebagaimana Surat
Pernyataan tanggal 29 Mei 2017, dimana dalam Surat Pernyataan tersebut
PENGGUGAT menyatakan ‘Bahwa dengan saya terimanya imbalan
(komisi) atas jasa saya sebagaimana dimaksud dalam poin pertama dan
poin kedua, maka saya menyatakan tidak lagi memiliki kepentingan hukum
sedikitpun atas proses jual beli sebidang tanah....”, maka PENGGUGAT
tidak memiliki lagi hak untuk menuntut apapun terhadap TERGUGAT
termasuk segala tuntutan PENGGUGAT yang ada dalam gugatan karena
tidak beralasan dan berdasar secara hukum;

17. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah membuat dan menandatangani
Surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2017, dimana isi surat tersebut dengan
tegas PENGGUGAT menyatakan “menyatakan tidak lagi memiliki
kepentingan hukum sedikitpun atas proses jual beli sebidang tanah
yang terletak di Jalan Poros Mamuju-Makassar, Kel. Simboro, Kec.
Simboro, Kab. Mamuju yang dilakukan antara H. ACHMAD DAHING
(selaku penjual) dan PT. BALINDO MANUNGGAL BERSAMA (selaku
Pembeli)”, maka beralasan dan berdasar untuk dimohonkan kepada
Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan segala uraian yang terdapat dalam Eksepsi dan Jawaban di

atas, maka dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan mengabulkan dan

menjatuhkan putusan dengan amar:

- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex
aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana
terlampir dalam berkas perkara dan Tergugat mengajukan duplik sebagaimana
terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya

telah mengajukan bukti surat berupa:
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1. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan atas nama Syakur Arsyad,
tertanggal 29 Mei 2017, yang diberi tanda bukti P.1;

2. Fotocopy dari fotocopy Slip pengiriman uang Bank Central Asia (BCA) senilai
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditujukan kepada Syakur
Arsyad, yang diberi tanda bukti P.2;

3. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan atas nama H. Ahmad Dahing
tertanggal 8 Februari 2016, yang diberi tanda bukti P.3;

4. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama H. Ahmad Dahing tertanggal 8
Februari 2016, yang diberi tanda P.4;

5. Fotocopy cetak buku tabungan atas nama Syakur Arsyad dengan nomor
rekening 0170527554, yang diberi tanda bukti P.5

6. Fotocopy Rekening Koran dengan Nomor Rekening 017027554 atas nama
Syakur Arsyad,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Paisal dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah jual beli
tanah antara Penggugat dengan Tergugat

- Bahwa pemilik tanah yang dipermasalahkan jual belinya tersebut adalah milik
Tergugat

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakan letak tanah milik Penggugat
tersebut;

- Bahwa yang menjadi penjual adalah Tergugat dan yang menjadi pembeli
adalah Penggugat kemudian Penggugat menjualnya lagi ke perusahaan;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat tawar menawar
tersebut saksi sedang berada di rumah Penggugat;

- Bahwa harga yang ditawarkan oleh Tergugat pada saat itu adalah
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) permeter;

- Bahwa awalnya Penggugat menawarkan harga tanah milik Tergugat ke PT.
Balindo Manunggal Bersama dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam
ratus ribu rupiah) permeter namun kesepakatan akhir yang disepakati yakni
Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) permeter;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menerima uang dari

Penggugat hasil jual beli tanah tersebut atau belum;
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- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah menerima uang dari
PT. Balindo Manunggal Bersama,;

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran pembelian tersebut hanya
saksi hadir pada saat penetapan harga;

2. Sattar dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah jual beli
tanah Tergugat;

- Bahwa lokasi tanah milik Tergugat tersebut berada di rimuku, Kecamatan
Mamuju, Kabupaten Mamuiju;

- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah milik Tergugat tersebut;

- Bahwa Tergugat menjual tanahnya tersebut ke Pak Jemy dan Pak Sendy
perwakilan dari PT. Balindo Manunggal Bersama;

- Bahwa saksi pernah melihat surat mengenai jual beli tanah antara Penggugat
dengan Tergugat;

- Bahwa kesepakatan harga antara Tergugat dengan PT. Balindo Manunggal
Bersama yakni Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) permeter;

- Bahwa proses pembayaraannya saksi tidak tahu saksi hanya hadir pada saat
penetapan harga;

3. Ruslan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah jual beli
tanah;

- Bahwa pemilik tanah yang dipermasalahkan jual belinya tersebut adalah milik
Tergugat;

- Bahwa letak tanah tersebut berada di Karema;

- Bahwa luas tanah tersebut yakni 2800M2

- Bahwa permasalahnya karena ada surat pernyataan yang mengatakan
bahwa harga tanah Rp1.000.000,00/meter adalah milik Tergugat dan jika ada
kelebihannya maka itu adalah milik Penggugat namun sampai saat ini
Penggugat belum menerima keuntungan dari kelebihan pembayaran
tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa PT. Balindo Manunggal Bersama
memberikan ucapan terima kasih senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh

juta rupiah) yang masuk ke rekening Penggugat;
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Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam
kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Syakur Arsyad tertanggal 29 Mei
2017, yang diberi tanda bukti T.1;

2. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan H. Achmad Dahing tertanggal 29
Mei 2017, diberi tanda bukti T.2;

3. Fotocopy dari fotocopy Slip Pengiriman Uang Bank Central Asia (BCA) senilai
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada
atas nama Syakur Arsyad, yang diberi tanda bukti T.3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah
pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Muhammad Ismail dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah jual beli
tanah

- Bahwa pemil